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Abstract

This study, entitled Implementation of Coastal Community Economic Empowerment Policy (Studies in Rural
Karangsong Indramayu district of West Java province) aims to find out the Department of Fisheries and Marine
Resources in implementing Economic Empowerment Policy of Coastal Communities and the obstacles it face.
The location chosen for this study is Karangsong village in Indramayu district. Site selection was done as it
relates to the economic empowerment of coastal communities, which when seen from the condition of its
people there are differences.This research uses descriptive method with qualitative approaches and purposive
techniques. Data sources include primary data and secondary data. The primary data obtained through in-
depth interviews and participatory observation regarding the non-implementation of the policy of economic
empowerment of coastal communities. While the secondary data obtained in the form of written sources on
economic empowerment of coastal communities.The result of this study indicates that the implementation of
the policy of economic empowerment of coastal communities is not only the duty of the government alone to run
at max, but requires cooperation with various parties, both institutional and community parties. Obstacles in
the implementation of economic empowerment policy of coastal communities, are the goverment>s commitment
in policy implementation, education level of coastal communities, and community orientation on economic
empowerment that still see from the financial standpoint and not understanding that prioritizes aspects of
empowerment of coastal communities as a target so that the main purpose of the program remains consistent
and maintained.

Keyword: implementation, policy, empowerment

Abstrak

Penelitian berjudul Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Studi di Desa
Karangsong Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat) ini bertujuan untuk mengetahui Dinas Perikanan dan
Kelautan dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Hambatan
yang dihadapinya. Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah Desa Karangsong di Kabupaten Indramayu.
Pemilihan lokasi tersebut dilakukan karena berhubungan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat
pesisir, yang apabila dilihat dari kondisi masyarakatnya memiliki perbedaan. Jenis penelitian ini adalah
metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik purposive. Sumber data meliputi data primer dan
data sekunder. Data primer didapatkan melalui hasil wawancara yang secara mendalam dan observasi non-
partisipatif mengenai implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Sedangkan data
sekunder diperoleh dalam bentuk sumber tertulis mengenai program pemberdayaan ekonomi masyarakat
pesisir. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah saja agar dapat berjalan dengan maksimal,
melainkan memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak baik pihak antar lembaga maupun masyarakatnya.
Hambatan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, yaitu komitmen dari
pemerintah dalam megimplementasikan kebijaka, tingkat pendidikan masyarakat pesisir, dan orientasi

115



Jurnal limu Politik dan Komunikasi
Volume IV No.II/ Desember 2014

JIPSi

masyarakat mengenai pemberdayaan ekonomi yang dilihat masih dari sudut pandang finansial belum
pemahaman yang mengutamakan aspek keberdayaan masyarakat pesisir sebagai sasaran sehingga tujuan

utama program tetap konsisten dan terjaga.

Kata kunci: implementasi, kebijakan, pemberdayaan

1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah berorentasi pada
perwujudan kemandirian daerah, efisiensi
dan efektivitas dalam pelaksanaan fungsi-
fungsi pemerintahan termasuk fungsi
pemberdayaan masyarakat. Dalam era
otonomi daerah, fungsi pemberdayaan
masyarakat menjadi salah satu fokus
perhatian dalam upaya peningkatan ke-
sejahteraan masyarakat, khususnya masya-
rakat pesisir. Semangat desentralisasi
menghendaki pemberian pelayanan ter-
baik melalui pemberdayaan agar lebih
berorentasi pada kebutuhan masyarakat,
sehingga secara otomatis pemberdayaan
masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah
dapat memberikan hasil atau dampak yang
baik bagi kehidupan masyarakat pesisir.

Kebijakan di tingkat daerah atau
provinsi jawa barat berkaitan dengan
pemberdayaan masyarakat pesisir, yaitu
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat No. g tahun 2012 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
Kemudian kebijakan di tingkat Kabupaten
juga mengatur mengenai pemberdayaan
masyarakat pesisir, yaitu berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu
No. 14 tahun 2006 tentang Pengelolaan
Kawasan Konservasi Laut Daerah dan
Penataan Fungsi Pulau Biawak, Pulau
Gosong dan Pulau Candiki.

Kebijakan ini tentunya di imple-
mentasikan oleh pemerintah daerah ka-
bupaten indramayu yang dalam hal ini
di delegasikan kewenangannya kepada
dinas perikanan dan kelautan kabupaten

indramayu. Lemahnya implementasi ke-
bijakan di lapangan dapat dikatakan
sebagai kurang berhasilnya pemerintah
dalam memberikan pemberdayaan kepada
masyarakat pesisir. Hal tersebut dapat
dilihat dari terbatasnya dalam mengakses
sumber permodalan dan lemahnya infra-
struktur kelembagaan sosial ekonomi di
tingkat desa.

Kondisi masyarakat nelayanatau masya-
rakat pesisir terutama di wilayah Kabupaten
Indramayu merupakan kelompok masya-
rakat yang relatif tertinggal secara
ekonomi, sosial (khususnya dalam hal akses
pendidikan dan layanan kesehatan), dan
kultural dibandingkan dengan kelompok
masyarakat lain. Kondisi masyarakat pesisir
atau masyarakat nelayan pada umumnya
ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti
kemiskinan, keterbelakangan sosial-bu-
daya, rendahnya sumber daya manusia
(SDM) karena sebagian besar penduduknya
hanya lulus sekolah dasar atau belum tamat
sekolah dasar, dan lemahnya fungsi dari

keberadaan Kelompok Usaha Bersama
(KUB), atau kapasitas berorganisasi
masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi merupakan
langkah arif yang diambil guna menang-
gulangi kemiskinan, namun dalam hal
penanggulangan kemiskinan secara na-
sional, pemerintah pusat hanya bisa
menyelidiki masalah kemiskinan sebatas
data dari jumlah masyarakat miskin tanpa
dapat mengetahui lebih jelas penyebab
kemiskinan tersebut. Padahal penyebab
kemiskinan dari masing-masing daerah itu
berbeda-beda, begitu pula dengan potensi
yang dimiliki oleh masing-masing daerah
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yang berbeda pula, sehingga proyek-proyek
penanggulangan kemiskinan dari pusat
tidak dapat menanggulangi kemiskinan
secara tuntas di daerah.

Sekarang ini pembangunan masyarakat
pesisir mulai menjadi fokus utama akibat
terjadinya ketertinggalan pada masyarakat
pesisir, karena selain terbatasnya dalam
mengakses sumber permodalan dan le-
mahnya infrastruktur kelembagaan sosial
ekonomi di tingkat desa. Kondisi ini
membuat masyarakat pesisir semakin
tertinggal.  Direktorat =~ pemberdayaan
masyarakat pesisir berusaha meningkatkan
pendapatan dan mengurangi beban
masyarakat pesisir. Hal ini ditempuh dengan
memberikan penguatan baik yang bersifat
ekonomi kelembagaan maupun yang sosial
budaya yang muaranya kepada peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

Sasaran PEMP adalah masyarakat
pesisir yang memiliki mata pencaharian
atau berusaha dengan memanfaatkan
potensi peisir seperti nelayan, pembudidaya
ikan, pedagang ikan, pengolah ikan dan
usaha jasa/kegiatan yang berkaitan dengan
perikanan dan kelautan, yang kurang
berdaya dalam peningkatan/penguatan
usahanya. Program ini menggunakan
model pengembangan usaha yang bersifat
perguliran/revolving yang dilakukan setelah
ada keuntungan dan usaha kelompok telah
kuat. Pinjaman modal melalui danaekonomi
produktif masyarakat yang diterima oleh
sasaran wajib untuk dikembalikan agar
terjadi perguliran kepada masyarakat
pesisir lainnya yang membutuhkan serta
terpilih sesuai dengan kriteria yang telah
ditetapkan.

Permasalahan yang terjadi sebelum
adanya kebijakan tentang pemberdayaan
ekonomi masyarakat pesisir ini, seperti
adanya masalah sosial yang mencakup
kemiskinan, kesejahteraan masyarakat,
kesenjangan sosial, dan konflik sosial yang

terjadi secara internal pada masyarakat
pesisir. Setelah adanya kebijakan tersebut
maka diharapkan akan ~memberikan
perubahan pada masyarakat pesisir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitiandi
atas, maka penelitian merumuskan masalah
dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:
Bagaimana Dinas Perikanan dan Kelautan
dalam Mengimplementasikan Kebijakan
Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu
No. 14 tahun 2006 dan Hambatan apa yang
dihadapinya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengimplementasikan dan mengetahui
Hambatan seperti apa yang dihadapi dalam
Mengimplementasikan ini adalah untuk
mengetahui bagaimana Dinas Perikanan
dan Kelautan dalam Kebijakan Peraturan
Daerah Kabupaten Indramayu No. 14 tahun
2006.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini selain untuk
kepentingan akademik, penelitian ini juga
dapat dijadikan sumber informasi atau
bahkan sebagai solusi bagi institusi dalam
meningkatkan kualitas pemberdayaan eko-
nomi masyarakat pesisir. Selain itu juga
dapat diharapkan memiliki kegunaan yang
bersifat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Aspek teoritis adalah hasil penelitian
ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran tentang teori
implementasi kebijakan.

2. Aspek praktis (guna laksana) adalah
hasil penelitian ini diharapkan akan
dapat memberikan masukan dan solusi
dari masalah yang dihadapi dalam
Implementasi Kebijakan Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Pesisir di Desa
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Karangsong Kabupaten
Provinsi Jawa Barat.

Indramayu

2. Kajian Pustaka
2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan lahirdari suatu permasalahan
yang bersifat non-individual dan diperlukan
suatu solusi yang bersifat secara menyeluruh
dengan menggunakan suatu pemikiran
dan pengetahuan. Berikut ini merupakan
tinjauan mengenai implementasi kebijakan,
maka ada baiknya dibahas terlebih dahulu

mengenai  kebijakan. Secara umum,
kebijakan menurut Siagian (1985:42)
adalah serangkaian keputusan. Secara

lebih lengkap lagi Siagian menyatakan
bahwa: Kebijakan dapat diartikan sebagai
serangkaian keputusan yang sifatnya men-
dasardigunakan sebagai landasan bertindak
dalam usaha mencapai satu tujuan yang
telah ditetapkan sebelumnya.

Dapat pula dikatakan bahwa kebijakan
merupakan peta jalan yang memberikan
petunjuk tentang arah yang seyogyanya
ditempuh sehingga perjalanan yang
dilakukan berlangsung aman, efisien, dan
efektif (Siagian, 1985:49). Menurut pen-
dapat Nigro and Nigro yang dikutip oleh
Islamy, ada beberapa kesalahan umum
dalam pembuatan kebijakan, yaitu: Adanya
pengaruh tekanan-tekanandariluar, Adanya
pengaruh kebiasaan lama, Adanya pengaruh
sifat-sifat pribadi, Adanya pengaruh dari
kelompok luar, Adanya pengaruh keadaan
masa lalu (Nigro and Nigro dalam Islamy,
2004:25-26).

Kebijakan yang dirumuskan oleh
aktor atau badan-badan pemerintah pada
dasarnya merupakan suatu upaya solusi
dalam meyelesaikan masalah (problem
solving) dari masalah-masalah publik yang
ada dan berasal dari masyarakat itu sendiri.
Oleh karena itu, mengingat sifatnya yang
problem solving maka dapat dikatakan

bahwa kebijakan yang diterapkan tersebut
tentunya mempunyai tujuan dan sasaran
tertentu. Hal ini sejalan sebagaimana yang
dikemukakan oleh Friedrich (dalam Wahab,
2005:3) yaitu: Kebijakan ialah suatu tindakan
yang mengarah pada tujuan yang diusulkan
oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah
dalam lingkungan tertentu sehubungan
dengan adanya hambatan-hambatan ter-
tentu seraya mencari peluang-peluang
untuk mencapai tujuan atau mewujudkan
sasaran yang diinginkan.

Kebijakan merupakan suatu aksi atau
tindakan yang dilakukan oleh pemerintah
tentunya dilaksanakan berdasarkan su-
atu tujuan. Adapun kebijakan tersebut
bersumber dari adanya suatu pemahaman,
pengetahuan, wusulan dan saran vyang
dilakukan oleh individu ataupun kelompok
dapat dikatakan juga bersumber dari
pemerintah. Pelaksanaan kebijakan itu
sendiri tidak selalu berjalan dengan
maksimal, artinya adanya hambatan-
hambatan yang disebabkan oleh beberapa
hal tertentu. Akan tetapi hambatan-
hambatan tersebut tentunya memiliki
solusi agar pelaksanaan kebijakan tersebut
dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan
tepat sasaran.

2.2 Implementasi Kebijakan

Anderson (1978:25) mengemukakan
bahwa “Policy implementation is the
application of the policy by the govern-
ment’s  administrative  machinery to
the problem” Kemudian Edward III
(1980:1) mengemukakan bahwa: “Policy
implementation, as we have seen, is the stage
of policymaking between the establishment of
a policy — such as the passage of a legislative
act, the issuing of an executive order, the
handing down of a judicial decision, or the
promulgation of a regulatory rule - and the
consequences of the policy for the people
whom it affects’.
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Dalam melengkapi pengertian imple-
mentasi di atas, menurut Edwards III
yang dikutip oleh Budi Winarno bahwa
implementasi kebijakan adalah: Tahap
pembuatan kebijakan antara pembentukan
kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi
kebijakan bagi masyarakat  yang
dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak
tepat atau tidak dapat mengurangi masalah
yang merupakan sasaran dari kebijakan,
maka kebijakan itu mungkin akan
mengalami kegagalan sekalipun kebijakan
itu diimplementasikan dengan sangat
baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang
cemerlang mungkin juga akan mengalami
kegagalan jika kebijakan tersebut kurang
diimplementasikan dengan baik oleh para
pelaksana kebijakan (Edwards III dalam
Winarno, 2002:125-126).

Jones (1984:166) mengatakan bahwa
implementasi kebijakan merupakan sepe-
rangkat aktivitas sebagai berikut: Imple-
mentation is that set of activities directed
toward putting a program into effect. Three
activities, in particular, are significant:

1. Organization: The establishment or
rearrangement of resources, units, and
methods for putting a program into

effect.

2. Interpretation: The translation of
program language (often contained in
a statute) into acceptable and feasible
plans and directives.

3. Application: The routine provision of
services, payments, or other agreed
upon program objectives or intrusment.

Dalam suatu kebijakan akan selalu
terdapat berbagai hambatan, baik itu
bersifat resiko kegagalan (policy failure)
atau pun ketidakberhasilan implementasi
kebijakan (unsuccessful implementation)
dari pada implematasi kebijakan tersebut.
menurut Hogwood dan Gunn (1986:86)
ada dua katagori, yaitu non implementation

(tidak terimplementasi) dan unsuccessful

implementation (implementasi yang tidak
berhasil).

Dalam melengkapi pengertian imple-
mentasi di atas, menurut Edwards III
yang dikutip oleh Budi Winarno bahwa
implementasi kebijakan adalah: Tahap
pembuatan kebijakan antara pembentukan
kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi
kebijakan bagi masyarakat yang dipenga-
ruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat
atau tidak dapat mengurangi masalah
yang merupakan sasaran dari kebijakan,
maka kebijakan itu mungkin akan
mengalami kegagalan sekalipun kebijakan
itu diimplementasikan dengan sangat
baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang
cemerlang mungkin juga akan mengalami
kegagalan jika kebijakan tersebut kurang
diimplementasikan dengan baik oleh para
pelaksana kebijakan (Edwards III dalam
Winarno, 2002:125-126).

Jadi implementasi kebijakan dalam
pembuatannya melalui adanya suatu ta-
hapan, tahapan tersebut dalam pelak-
sanaannya di pengaruhi oleh masyarakat
karena dengan melibatkan masyarakat
maka pelaksanaan kebijakan tidak akan
berhasil. Akan tetapi walaupun kebijakan
tersebut sudah tepat dan mengikutsertakan
masyarakat maka akan mengalami kega-
galan yang diakibatkan oleh kurang
diimplementasikan oleh para pelaksana
kebijakan. Oleh karena itu apabila suatu
kebijakan dapat berhasil maka dalam
prosesnya harus melibatkan masyarakat
dan juga dalam mengimplementasikan
kebijakan harus maksimal sehingga
diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan
yang telah ditetapkan.

2.2.1 Proses Implementasi Kebijakan

Secara umum proses implementasi
dikemukakan Grindle (1980:7) sebagai
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berikut: The general process of imple-
mentation thus can begin only when general
goals and objectives have been specified,
when action programs have been designed,
and when funds have been allocated for
the pursuit of the goals. These are basic
conditions for the execution of any explicit
public policy. Berdasarkan uraian tersebut
Grindle mengemukakan isi kebijakan
itu mencakup: “(1) kepentingan yang
terpengaruhi kebijakan; (2) jenis manfaat
yang akan dihasilkan; (3) derajat perubahan
yang diinginkan; (4) kedudukan pembuatan
kebijakan; (5) pelaksana program; dan (6)
sumber daya yang dikerahkan” Dengan
demikian isi kebijakan yang jelas dan rinci
akan memudahkan pelaksanaan kebijakan.
Isi kebijakan yang rinci dapat digunakan
pula sebagai indikator dari efektivitas
pencapaian tujuan.

Smith (1977:261) menyatakan yang
disebut dengan “the implementing organi-
zation” yaitu birokrasi pemerintah yang
bertanggung jawab untuk melaksanakan
kebijakan, dimana organisasi ini dipandang
sebagai wahana atau wadah melalui dan
dalam berbagai kegiatan dilaksanakan.

Sejalan dengan unsur-unsur da-
lam  proses implementasi kebijakan
seperti dikemukan di atas, Korteen
(dalam Tjokroamidjodjo, 1996) dengan
teorinya ‘three way fit’ atau ‘kesesuaian
tiga arah, menjelaskan bahwa ketiga
unsur implementasi  tersebut harus
ada kesesuaian, sehingga output yang
diharapkan dari implementasi itu akan
sesuai dengan yang diharapkan. Ketiga
unsur tersebut yaitu organisasi pelaksana,
program dan kelompok sasaran yang
dipengaruhi kebijakan tersebut. Dalam hal
ini, organisasi pelaksana harus mempunyai

kemampuan menyediakan mekanisme
untuk mengkonversikan aspirasi dan
kebutuhan objektif dan masyarakat

menjadi keputusan organisasi, melengkapi

organisasi dengan berbagai sumber
dan memobilisasikannya untuk dapat
memenuhi tuntutan pelaksanaan program
sedemikian rupa sehingga output program
tadi akan sesuai dengan kebutuhan publik.

2.2.2 Keberhasilan Implementasi Kebi-
jakan

Edwards III mengemukakan beberapa
hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan
suatu implementasi yaitu: 1. Comunication;
2. Resources; 3. Disposition; 4. Bureaucratic
Structure (Edwards III 1980:10-12). Pe-
laksanaan kebijakan merupakan tinda-
kan nyata dan harus diselesaikan
berdasarkan ketentuan dan sasaran yang
telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran
ini bukan merupakan konsep yang
tidak ada penyelesaian melainkan perlu

adanya realisasi yang nyata dan
tidak menyimpang dari syarat-syarat
pelaksanaan kebijakan. Hoogerwerf

(1983:163) mengemukakan bahwa : “Untuk
berhasilnya suatu pelaksanaan kebijakan
maka diperlukan syarat-syarat yang men-
dukung pelaksanaan kebijakan yaitu isi
kebijakan, tingkat informasi aktor aktor
yang terlibat, dukungan bagi kebijakan dan
pembagian potensi’”.

2.2. Pemberdayaan Ekonomi Masyara-
kat Pesisir

Pemberdayaan berasal dari kata "daya’,
yang artinya kekuatan. Secara konseptual,
pemberdayaan atau pemberkuasaan (em-
powerment), berasal dari kata ‘power’
(kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya,
ide utama pemberdayaan bersentuhan
dengan konsep mengenai kekuasaan.
Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan
kemampuan kita untuk membuat orang
lain melakukan apa yang kita inginkan,
terlepas dari keinginan dan minat mereka.
[Imu Sosial tradisional menekankan bahwa
kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan
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kontrol. Pengertian ini mengasumsikan
bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang
tidak berubah atau tidak dapat dirubah.

Menurut Carver & Clatter Back
(Rosmidi, 2006:3) mendefinisikan pember-
dayaan sebagai berikut: "Upaya memberi
keberanian dan kesempatan pada individu
untuk mengambil tanggungjawab per-
orangan guna menigkatkan cara kerja
mereka dan memberikan kontribusi pada
tujuan organisasi’. Selanjutnya Kartasasmita
(1996:159) mengatakan “Pemberdayaan
adalah upaya untuk membangun daya
itu dengan mendorong (encourage),
memotivasi dan membangkitkan kesadaran
(awareness) akan potensi yang dimilikinya
serta berupaya untuk mengembangkannya.”

Dengan demikian  pemberdayaan
masyarakat mengesankan arti adanya sikap
mental yang tangguh. Proses pemberdayaan
masyarakat mengandung dua kecen-
derungan: Pertama, kecenderungan primer,
proses pemberdayaan yang menekankan
pada proses memberikan atau mengalihkan
sebagian kekuasaan, kekuatan atau ke-
mampuan kepada masyarakat atau individu
menjadi lebih berdaya (survival of the
fitness). Landasan teori yang mendukung
pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah
teori yang dikemukakan oleh Kartasasmita
(1996:159) yang menyatakan bahwa upaya
pemberdayaan masyarakat harus dilakukan
melalui tiga jalan antara lain:

1) Menciptakan suasana iklim yang
kondusif yang memungkinkan potensi
masyarakat berkembang (enabling),
yaitu dengan mendorong (encourage),
memotivasi dan  membangkitkan
kesadaran (awareness) akan potensi
yang dimilikinya;

2) Memperkuat potensi atau daya yang
dimiliki oleh masyarakat (empowering).
Upaya yang amat pokok adalah
meningkatkan  taraf  pendidikan,

dan derajat kesehatan serta akses
kepada sumber-sumber kemajuan
ekonomi seperti modal, teknologi,
informasi, lapangan kerja dan pasar
Pemberdayaan ini menyangkut pem-
bangunan prasarana dan sarana fisik
seperti sekolah dan fasilitas pelayanan
kesehatan yang dapat diakses oleh
masyarakat pada lapisan paling bawah;

3) Memberdayakan mengandung pula arti
melindungi (protection), melindungi
harus dilihat sebagai upaya untuk
mencegah terjadinya persaingan yang
tidak seimbang serta eksploitasi yang
kuat atas yang lemah.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adal deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan
kualitatif dipilih karena disesuaikan dengan
kondisi dengan cara memperoleh data-
data penunjang penelitian yang dilakukan
dengan pengamatan langsung, wawancara
serta menganalisa hasil pengamatan dan
wawancara tersebut berupa tulisan yang
mendeskripsikan kondisi masyarakat pesisir
yang sesuai dengan fakta yang ada.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Pengembangan Organisasi yang
dilakukan oleh Dinas Perikanan
dan Kelautan dalam Menjalankan
Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir di Kabupaten
Indramayu.

Organisasi yang ada ditingkat daerah
dalam hal ini dinas perikanan dan kelautan
tidak ada tim khusus atau pembentukan
organisasi secara khusus. Kepala dinas
menyampaiakan bahwa dalam pelaksanaan
program pemberdayaan ekonomi masya-
rakat pesisir tidak ada pembentukan
tim atau pun staff khusus, melainkan
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dipimpin langsung oleh Kepala Dinas
secara struktural. Kepala dinas membentuk
suatu forum sebagai wujud pelaksanaan
dari fungsi organisasi kedinasan, akan
tetapi forum tersebut bukan dari pihak
eksternal melainkan dari pihak internal
dinas perikanan dan kelautan kabupaten
indramayu yang kemudian diketuai oleh
kepaladinasitusendiri. Pembentukan forum
tersebut ditujukan sebagai langkah dalam
melaksanakan program pemberdayaan
kepada masyarakat.

Pengembangan organisasi melaui
program yang dilakukan oleh dinas
perikanan dan kelautan pemerintah
kabupaten indramayu dalam melaksanakan
pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
tidak hanya berupa fisik saja, akan tetapi
melakukan pemberdayaan dengan cara
mengoptimalisasikan dari sumberdaya
alam yang ada dan tentunya melibatkan
dan didukung oleh masyarakat di kawasan
pesisir. Dengan melibatkan mereka secara
langsung maupun tidak langsung telah
memberikan pemberdayaan kepada masya-
rakat melalui ikut terlibatnya masyarakat
dalam mengelola wisata laut dan menjaga
ekosistem laut.

4.2. Pedoman Kerja Program Pember-
dayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
di Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Indramayu

Berdasarkan Perda No.i4 tahun
2006, tentang Pengelolaan Kawasan Kon-
servasi Laut Daerah dan Penataan Fungsi
Pulau Biawak, Gosong dan Candika,
yang merupakan aturan dasar bagi dinas
perikanandankelautandalammelaksanakan
program kerjanya. Dari perda tersebut
kemudian diturunkan kembali menjadi
suatu peraturan yang berasal dari internal
instansi yang digunakan sebagai pedoman
kerja pemberdayaan ekonomi masyarakat
pesisir. Adapun peraturan tersebut, antara

lain:

Strategi dan arah kebijakan pem-
bangunan perikanan dan kelautan Kabu-
paten Indramayu adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi akses informasi tekno-
logi, modal dan pemasaran hasil bagi
para pelaku kegiatan perikanan dan
kelautan,

2. Memberikan peluang pengembangan
kualitas dan kuantitas aparatur secara
proporsional,

3. Mewujudkan sarana dan prasarana
perikanan budidaya yang memadai dan
terpelihara,

4. Mewujudkan sarana dan prasarana
perikanan tangkap yang memadai dan
terpelihara,

5. Mewujudkan sarana dan prasarana
pengolahandan pemasaran hasil perika-
nan yang memadai dan terpelihara,

6. Mewujudkan sarana dan prasarana
kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil
yang memadai dan terpelihara,

7.  Mewujudkan kepedulian perlindungan
sumberdaya dan lingkungan.

(Sumber: Profil Diskanla 2013)

4.3. Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir dapat Mem-
berdayakan Masyarakat

Pemberdayaan yang sudah dilakukan
oleh pemerintah bersama dengan masya-
rakat yaitu memalui program hasil tangkap
ikan, budidaya tembakau atau mangroove
dan melibatkan masyarakat dalam wisata
laut. Program hasil tangkap ikan disini
tentunya dilakukan kerjasama antara
pemerintah dengan masyarakat, dalam hal
ini pemerintah sebagai aktor kebijakan yang
membuat dan menentukan arah kebijakan
tersebut kepada masyarakat guna untuk
melindungi dan memberikan kemudahan
bagi masyarakat. Pemerintah setempat
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memfasilitasi dengan cara membuka der-
maga karang song yang berada di pesisir
pantai karangsong serta membuat sarana
pendukung lainnya seperti adanya Tempat
Pelelangan Ikan (TPI) yang mana sarana ini
difungsikan sebagai tempat transaksi para
nelayan dengan berbagai pihak kepentingan
lainnya untuk proses pelelangan ikan.
Tempat tersebut di jaga oleh pihak yang
berwajib yang bertujuan agar proses
pelelangan ikan dapat berjalan dengan
tertib dan teratur.

Sedangkan program pemberdayaan
yang lain yang dilakukan oleh dinas
kelautan dan perikanan bekerjasama
dengan dinas kehutanan, yaitu program
budidaya tembakau (mangrove). Program
ini melibatkan banyak pihak, yaitu dengan
melibatkan tokoh masyarakat yang dapat
dijadikan sebagai contoh. Dengan konsep
membentuk kelompok dan memiliki
anggota bagi tiap-tiap kelompok tersebut,
yang kemudian masing-masing kelompok
memiliki program yang berbeda. Program
yang dilakukan tidak hanya memberikan
motivasi agar mereka dapat bekerja akan
tetapi memberikan pengetahuan, wawasan,
dan tentunya memberikan gambaran
mengenai pentingnya menjaga kelestarian
alam melalui menanam tembakau.

5. Kesimpulan dan Saran
5.1. Kesimpulan

Organisasi dan kelembagaan PEMP di
Kabupaten Indramayu melibatkan beberapa
pihak didalamnya, yaitu pemerintah
daerah, dinas perikanan dan kelautan,
dinas kehutanan, kalangan akademisi
dan kelompok masyarakat. Berdasarkan
keterlibatan tersebut, para pelaksana
program PEMP yang ada belum maksimal
sebagai sumberdaya manusia apabila diban-
dingkan dengan jumlah masyarakat pesisir
yang ada, sehingga memerlukan kerjasama

dengan pihak yang lainnya agar PEMP dapat
terlaksana dengan maksimal. Penafsiran
kebijakan diperoleh melalui kejelasan
prosedur kerja, kejelasan program kerja
PEMP di Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Indramayu. Sedangkan untuk
penafsiran aparatur mengenai kebijakan
PEMP ini dinilai sudah cukup baik.

Penafsiran aparatur tersebut dikatakan
baik, dilihat dari program kerja yang ada
di internal instansi yang tersusun sesuai
dengan perencanaan yang ada, sehingga
dalam melaksanakan program pun sesuai
dengan kebijakan internal yang sudah
ditetapkan. Hal tersebut dilakukan sebagai
bentuk upaya untuk meningkatkan kese-
jahteraan masyarakat melalui program
pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
secara terpadu.

5.2. Saran-Saran

Adapun saran-saran tersebut, sebagai
berikut:

1. Prosedur pinjaman modal usaha
yang diberikan kepada masyarakat
pesisir khususnya nelayan sebaiknya
disesuaikan dengan keadaan atau
kondisi masyarakat.

2. Tersedianya sarana infrastruktur yang
representatif bagi terbukanya akses
kredit masyarakat pesisir terpencil dan
skala kecil.

3.  Merumuskan kembali mengenai prog-
ram pemberdayaan yang sesuai dengan
kondisi masyarakat pesisir yang lebih
tepat sasaran.

4. Kemudahan akses informasi untuk
masyarakat pesisir, baik secara jaringan
tehnologi maupun memfungsionalkan
dengan maksimal peran dari peme-
rintah setempat (Kepala Desa, Lurah
dan Camat) sebagai jembatan informasi
untuk mereka.
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6. Perlunya memberikan pemahaman
yang dilakukan oleh pemerintah yang
luas lagi kepada masyarakat pesisir ten-
tang pentingnya pemberdayaan tidak
hanya sebatas pada aspek finansial dan
pelaksanaan tugas-tugas rutin saja.
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